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Transformasi digital dalam sektor penyelenggaraan infrastruktur jalan 

merupakan pilar utama dalam modernisasi birokrasi di Indonesia, sejalan 
dengan mandat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, 
implementasi teknologi informasi sering kali terhambat oleh kesia pan sumber 
daya manusia yang masih terjebak dalam pola kerja konvensiona l.  A rt ikel ini 

menguraikan kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Jalan Kroya, Kabupaten Cilacap,  melalu i 
pelatihan manajemen perubahan digital. Permasalahan utama ya ng diha dapi 

mitra mencakup rendahnya literasi digital, pemanfaatan sistem informasi 
SIMBAJA dan kanal aduan Siap Mantap yang belum optimal, serta adanya 
resistensi psikologis terhadap transparansi data. Metode pelaksanaan 
menggunakan pendekatan training-based change yang mengintegrasikan teori 

manajemen perubahan dengan praktik langsung operasional sistem. Hasil 
kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman digit a l dan 
kemahiran teknis peserta, dengan tingkat kemantapan data jalan yang lebih 
akurat. Dampak bagi organisasi adalah terciptanya budaya kerja yang responsif 

dan berbasis data, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi pemeliharaan 
jalan di wilayah Kroya. 

Abstract 

Digital transformation in the road infrastructure management sector constitutes a  key  
pillar of bureaucratic modernization in Indonesia, in line with the mandate of the 
Electronic-Based Government System (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE). 
However, the implementation of information technology is often constrained by the 
readiness of human resources who remain entrenched in conventional work patterns. 
This article describes a community service activity aimed at enhancing the c ap ac ity  of 
Civil Servants (Aparatur Sipil Negara/ASN) at the Regional Technical Implementation 
Unit (Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD) for Road Maintenance in Kroya, Cilac ap  
Regency, through digital change management training. The main problems faced by the 
partner institution include low digital literacy, suboptimal utilization of the SIMBAJA 
information system and the Siap Mantap complaint channel, as well as p sy c hological 
resistance to data transparency. The implementation method employed a training-based  
change approach that integrates change management theory with hands-on operat ional 
system practices. The results of the activity indicate a significant improvement in 
participants’ digital understanding and technical proficiency, accompanied by a  h ig her 
level of accuracy and reliability of road data. The organizational impact is reflected in the 
establishment of a more responsive and data-driven work culture, which ultimately 
enhances the efficiency of road maintenance in the Kroya area. 
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1. Pendahuluan 

Pembangunan infrastruktur jalan darat merupakan urat nadi perekonomian nasional yang 

memiliki dampak multiplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di era disrupsi teknologi saat ini, 

pengelolaan aset jalan tidak lagi dapat dilakukan dengan metode manual yang bersifat reaktif. 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan arah kebijakan yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, 

yang menekankan pentingnya penyelenggaraan jalan yang efisien, transparan, dan akuntabel [1]. 

Sejalan dengan itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) menuntut seluruh instansi pemerintah, termasuk dinas teknis di tingkat daera h, 

untuk mengadopsi teknologi digital dalam setiap proses bisnisnya [3]. 

Digitalisasi sektor publik dalam konteks pemeliharaan jalan bertujuan untuk mengubah 

paradigma dari penanganan kerusakan yang bersifat mendadak menjadi sistem manajemen aset yang 

terencana dan prediktif. Hal ini sangat krusial mengingat tantangan anggaran yang sering kali 

terbatas di tingkat kabupaten. Tanpa data yang akurat mengenai kondisi jalan, penentuan prioritas 

perbaikan sering kali menjadi subyektif dan tidak tepat sasaran. Di Kabupaten Cilacap, tantangan ini 

dijawab melalui pengembangan inovasi sistem informasi manajemen yang dikenal dengan nama 

SIMBAJA (Sistem Informasi Manajemen Database Jalan dan Jembatan) serta sistem respon cepat Siap 

Mantap yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) [5]. 

SIMBAJA hadir sebagai platform WebGIS yang menyediakan data inventaris, fungsi, panjang, 

dan kondisi terkini dari 632 ruas jalan kabupaten dengan total panjang mencapai 1.287,375 km [6]. 

Platform ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy making) 

melalui visualisasi spasial yang mendalam. Namun, keberadaan teknologi canggih ini menghadapi 

hambatan fundamental dalam implementasinya, yakni faktor manusia. Data menunjukkan bahwa 

secara nasional, tingkat digital mindset di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih berada pada 

tahap awal, dengan perkiraan hanya sekitar 30% yang telah memiliki kesiapan mental dan 

keterampilan digital yang memadai. 

Ketimpangan antara ketersediaan sistem teknologi dengan kesiapan sumber daya manusia 

(SDM) menciptakan risiko stagnasi digital atau yang sering disebut sebagai digital transformation dead 

zones. Di lingkungan UPTD Pemeliharaan Jalan, yang merupakan unit operasional terdepan, pegawai 

sering kali merasa bahwa sistem digital adalah beban administratif tambahan dibandingkan alat 

bantu kerja. Perubahan dari pencatatan manual di atas kertas menuju input data pada sistem berbasis 

koordinat GPS menuntut adaptasi pola pikir yang signifikan [10]. Oleh karena  itu, manajemen 

perubahan digital menjadi instrumen yang mutlak diperlukan untuk memastikan teknologi dapat 

diterima, dikuasai, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh para praktisi di lapangan [12].  

Manajemen perubahan bukan sekadar memberikan pelatihan teknis, melainkan sebuah proses 

sistemik untuk mengelola transisi organisasi dari kondisi saat ini menuju masa depan yang 

diinginkan. Dalam konteks UPTD Kroya, perubahan ini mencakup pergeseran budaya organisasi, 

peningkatan kompetensi digital, dan penguatan kepemimpinan digital (digital leadership) di tingkat 

unit [12]. Fokus utamanya adalah bagaimana memastikan setiap data kondisi jalan yang dilaporkan 

melalui SIMBAJA memiliki validitas yang tinggi sehingga perencanaan anggaran pemeliharaan untuk 

tahun berikutnya dapat dilakukan dengan presisi [6]. 

https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/jannah
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Jannah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 

Vol. 01 No. 05 Januari 2026 pp, 658-666 

                                                                                               Sawinah et.al, Pelatihan Manajemen Perubahan ... 660 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Jalan Kroya memiliki tanggung jawab yang 

luas, mencakup enam wilayah kecamatan yaitu Adipala, Maos, Kroya, Sampang, Binangun, dan 

Nusawungu [16]. Dengan beban kerja mengelola 114 ruas jalan sepanjang 240,593 km, UPTD Kroya 

menghadapi tantangan geografis dan administratif yang kompleks. Berdasarkan hasil survei awal dan 

diskusi dengan mitra, teridentifikasi tiga permasalahan utama yang menghambat efektivitas 

transformasi digital di lingkungan kerja tersebut. 

Permasalahan pertama adalah keterbatasan pemahaman pegawai terhadap ekosistem sistem 

digital yang telah dibangun. Meskipun DPUPR Kabupaten Cilacap telah meluncurkan SIMBAJA, 

banyak pegawai di tingkat pelaksana dan pengawas lapangan di Kroya yang belum memahami 

fungsionalitas penuh dari platform tersebut. Sebagai contoh, fitur dokumentasi video 360 derajat dan 

sinkronisasi peta sering kali dianggap terlalu rumit untuk dioperasikan secara rutin [5]. Akibatnya, 

pemutakhiran data kondisi jalan sering kali mengalami keterlambatan, yang berdampak pada 

ketidakakuratan potret kondisi jalan kabupaten secara keseluruhan. 

Permasalahan kedua berkaitan dengan belum optimalnya pemanfaatan kanal aduan Siap 

Mantap. Sistem ini didesain sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kerusakan jalan secara 

langsung yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) [6]. Namun, terdapat 

kesenjangan dalam alur komunikasi digital internal. Laporan masyarakat yang masuk melalui sistem 

terkadang tidak langsung terkonversi menjadi instruksi kerja yang cepat di lapangan karena 

hambatan teknis penggunaan aplikasi oleh petugas. Hal ini menimbulkan risiko penurunan 

kepercayaan publik terhadap responsivitas pemerintah daerah dalam menangani infrastruktur yang 

rusak [3]. 

Permasalahan ketiga, dan yang paling krusial, adalah adanya resistensi terhadap perubahan 

budaya kerja. Transisi ke sistem digital menuntut tingkat transparansi yang tinggi, di mana setiap 

progres pekerjaan dan kondisi jalan dapat dipantau oleh pimpinan dan publik secara real-time [10]. 

Bagi sebagian pegawai yang telah terbiasa dengan pola kerja manual yang lebih "tertutup", tuntutan 

transparansi ini sering kali menimbulkan rasa tidak nyaman atau penolakan terselubun g. Resistensi 

ini tidak selalu bersifat teknis, tetapi lebih bersifat psikologis dan budaya, yang memerlukan 

pendekatan manajemen perubahan yang humanis untuk mengatasinya  [11]. 

Selain itu, tantangan infrastruktur digital juga menjadi hambatan pendukung. Beberapa wilayah 

di bawah UPTD Kroya masih menghadapi kendala stabilitas sinyal internet di titik-titik jalan tertentu, 

yang menyulitkan pengunggahan data foto atau video berukuran besar secara langsung dari 

lapangan [3]. Keterbatasan perangkat keras yang mendukung spesifikasi aplikasi terbaru juga 

menjadi keluhan yang sering muncul, sehingga dibutuhkan strategi kreatif agar keterbatasan ini tidak 

menghentikan proses digitalisasi secara total [17]. 

Berdasarkan analisis permasalahan di atas, kegiatan pengabdian masyarakat ini menetapkan tiga 

tujuan strategis yang saling terintegrasi. Tujuan pertama adalah meningkatkan pemahaman peserta 

mengenai urgensi dan konsep manajemen perubahan digital. Peserta dibekali dengan wawasan 

tentang bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan kualitas kerja dan nilai publik (public value) 

organisasi [18]. Dengan memahami "mengapa" perubahan itu diperlukan, diharapkan motivasi 

internal pegawai untuk beradaptasi dapat tumbuh secara organik. 

Tujuan kedua adalah meningkatkan keterampilan praktis dalam penggunaan sistem SIMBAJA 

dan Siap Mantap. Fokus pelatihan ini adalah pada aspek operasional, mulai dari teknik pengambilan 

dokumentasi visual yang benar, pengisian atribut data jalan yang akurat, hingga manajemen alur 

pengaduan masyarakat di dalam aplikasi [5]. Melalui simulasi langsung, peserta diharapkan 

mencapai tingkat kemahiran yang memungkinkan mereka menjadikan sistem digital sebagai bagian 

tak terpisahkan dari rutinitas harian mereka di lapangan. 
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Tujuan ketiga adalah mendorong terbentuknya budaya kerja berbasis data dan teknologi di 

lingkungan UPTD Kroya. Kegiatan ini bertujuan untuk menggeser paradigma dari sekadar 

"menggugurkan kewajiban input data" menjadi "pemanfaatan data untuk perencanaan yang lebih 

baik" [6]. Dengan meningkatnya kualitas data jalan di wilayah Kroya, UPTD diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi pemeliharaan yang lebih efisien kepada dinas pusat, yang pada gilirannya 

akan meningkatkan persentase kemantapan jalan di Kabupaten Cilacap [6]. 

2. Metode Pelaksanaan 

Kegiatan pelatihan manajemen perubahan digital ini dilaksanakan di Kantor Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Jalan Kroya, yang berlokasi strategis untuk menjangkau para 

pegawai dari enam kecamatan yang dilayani. Pelaksanaan dilakukan pada bulan Oktober 2025. 

Sasaran kegiatan ini adalah 47 orang pegawai P3K di lingkungan UPTD Pemeliharaan Jalan Kroya. 

Pelatihan ini mengadopsi desain Action Learning yang dikombinasikan dengan pendekatan Human-

Centric Change Management [13]. Metode yang diterapkan meliputi empat tahapan utama: 

 

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

1. Ceramah Interaktif: Sesi ini digunakan untuk menyampaikan landasan regulasi seperti UU 

Jalan terbaru dan kebijakan SPBE Cilacap. Narasumber menggunakan teknik dialogis untuk 

menggali kekhawatiran peserta terhadap teknologi dan memberikan klarifikasi yang 

menenangkan. 

2. Diskusi dan Studi Kasus: Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk membahas kasus 

nyata, seperti keterlambatan respon terhadap laporan jalan berlubang di wilayah Adipala 

atau Maos. Diskusi diarahkan untuk menemukan bagaimana fitur SIMBAJA dapat 

memangkas waktu birokrasi tersebut. 

3. Simulasi dan Praktik Langsung: Ini merupakan inti dari pelatihan. Peserta menggunakan 

perangkat smartphone mereka masing-masing untuk melakukan simulasi input data kondisi 

jalan. Mereka mempraktikkan cara mengambil foto dengan geotagging yang benar agar posisi 

video atau foto dapat diketahui secara presisi pada peta SIMBAJA. 

4. Refleksi dan Rencana Aksi: Di akhir sesi, peserta diminta menyusun rencana aksi individu 

tentang bagaimana mereka akan mengintegrasikan penggunaan sistem digital dalam tugas 

mereka minggu depan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pascapela tihan. 

Efektivitas kegiatan dievaluasi melalui dua pendekatan utama yang mengukur ranah kognitif 

dan perilaku. Pertama, Observasi Partisipasi dilakukan selama sesi praktik langsung. Instruktur 

memberikan tugas spesifik, seperti "carilah ruas jalan nomor 508 (Adipala-Bunton) pada peta dan 

unggah laporan kondisi fiktif". Kemampuan peserta dalam menyelesaikan tugas ini menjadi indikator 

keberhasilan teknis. 

Kedua, Kuesioner Umpan Balik Pascapelatihan dibagikan untuk mengukur persepsi peserta 

terhadap kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan kemanfaatan sistem (perceived usefulness). 

Kuesioner ini juga menggali tingkat kesiapan mental peserta dalam menghadapi transformasi digital 
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di unit kerjanya. Selain itu, evaluasi jangka pendek dilakukan dengan meman tau aktivitas input data 

di dashboard SIMBAJA selama satu minggu setelah pelatihan berakhir untuk melihat konsistensi 

penerapan materi di lapangan. 

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1. Hasil 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan manajemen perubahan digital dalam 

transformasi tata kelola pemeliharaan jalan dilaksanakan pada bulan November 2025 dengan 

melibatkan 30 pegawai UPTD Pemeliharaan Jalan Kroya, Kabupaten Cilacap. Peserta terdiri dari 

unsur pimpinan, staf administrasi, pengawas lapangan, dan Tim Reaksi Cepat (TRC). 

 

Gambar 2. Dokumentasi kegiatan pelatihan 

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman, 

keterampilan, serta kesiapan pegawai dalam memanfaatkan sistem digital SIMBAJA dan kanal aduan 

Siap Mantap sebagai instrumen tata kelola pemeliharaan jalan berbasis data. 

Evaluasi awal dan akhir dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test untuk 

mengukur pemahaman peserta terhadap konsep manajemen perubahan digital dan pemanfaatan 

sistem informasi jalan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan.  

 

Gambar 3. Grafik nilai pre-test dan post-test pemahaman digital 

Nilai rata-rata pre-test peserta berada pada skor 56,4, sementara nilai rata-rata post-test meningkat 

menjadi 86,7, atau mengalami peningkatan sebesar 53,7%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa 

peserta mampu memahami konsep dasar transformasi digital, pentingnya data spasial jalan, serta 

peran sistem informasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. 

Dampak pelatihan juga terlihat pada peningkatan kemampuan teknis peserta dalam 

mengoperasikan aplikasi SIMBAJA. Sebelum kegiatan, hanya sekitar 15% peserta yang pernah 
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mencoba fitur peta interaktif dan penginputan data berbasis koordinat. Setelah pelatihan dan simulasi 

praktik, sebanyak 95% peserta (29 orang) mampu mengoperasikan fitur utama SIMBAJA secara 

mandiri. 

Peserta mampu melakukan pencarian ruas jalan, pengukuran panjang kerusakan melalui peta 

digital, serta mengunggah dokumentasi kondisi jalan yang tersinkronisasi dengan titik koordinat 

geografis. Hal ini mempermudah proses pencatatan dan pembaruan data kondisi jalan di wilayah 

kerja UPTD Kroya. 

 

Gambar 4. Persentase peserta yang mampu mengoperasikan SIMBAJA 

Sebagai hasil dari pemanfaatan sistem digital, peserta juga mampu membaca dan 

menginterpretasikan data statistik kondisi jalan di wilayah UPTD Kroya sebagaimana ditunjukkan 

pada berikut. 

Tabel 1. Statistik Kondisi Jalan UPTD Kroya (Data 2025) 

Indikator Nilai 

Total panjang jalan 240,593 km 
Jumlah ruas jalan 114 ruas 

Persentase kemantapan jalan 87,45% 
Kondisi baik 164,54 km 
Kondisi rusak berat 14,20 km 

Sumber: Data primer diolah, 2025 

Hasil pelatihan juga menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap alur kerja 

penanganan aduan masyarakat melalui kanal Siap Mantap. Sebelum pelatihan, proses verifikasi 

aduan sering mengalami keterlambatan akibat keterbatasan informasi lokasi dan koordinasi 

lapangan. 

Melalui simulasi penanganan aduan, peserta memahami bahwa setiap laporan yang masuk telah 

dilengkapi dengan titik koordinat lokasi kerusakan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 90% peserta 

(27 orang) mampu menjelaskan alur penanganan aduan secara lengkap, sementara 83,3% peserta (25 

orang) mampu melakukan proses verifikasi aduan secara mandiri dalam simulasi. 

 

Gambar 5. Persentase pemahaman alur siap mantap 
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Pemahaman ini berkontribusi pada percepatan proses verifikasi dan penugasan Tim Reaksi 

Cepat (TRC), sehingga waktu respons terhadap kerusakan jalan yang bersifat mendesak dapat 

ditekan secara signifikan. 

3.2. Pembahasan 

Peningkatan nilai pre-test dan post-test pemahaman digital menunjukkan bahwa pelatihan 

berhasil mendorong perubahan cara pandang peserta terhadap digitalisasi. Sebelum kegiatan, 

digitalisasi cenderung dipersepsikan sebagai beban administratif dan bentuk pengawasan tambahan. 

Setelah pelatihan, peserta memahami digitalisasi sebagai alat transparansi dan perlindungan 

profesional, khususnya dalam pengambilan keputusan teknis pemeliharaan jalan. Temuan ini sejalan 

dengan konsep manajemen perubahan, yang menekankan bahwa resistensi individu terhadap  

teknologi dapat dikurangi melalui proses edukasi dan pemaknaan ulang terhadap tujuan perubahan. 

Dengan memahami bahwa data digital berfungsi sebagai dasar argumentasi yang objektif dalam 

pengusulan anggaran dan pelaporan kinerja, ASN menjadi lebih terbuka  terhadap adopsi sistem 

digital. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga 

membangun legitimasi psikologis terhadap perubahan organisasi. 

Peningkatan kemampuan peserta dalam mengoperasikan SIMBAJA menunjukkan bah wa 

pelatihan berbasis praktik langsung efektif dalam meningkatkan literasi digital ASN, termasuk bagi 

pegawai dengan latar belakang kerja lapangan. Kemampuan mencari ruas jalan, mengukur panjang 

kerusakan, dan mengunggah dokumentasi berbasis koordinat merupakan kompetensi inti dalam tata 

kelola pemeliharaan jalan berbasis data. Hasil ini mengindikasikan bahwa kesenjangan antara sistem 

digital dan praktik kerja lapangan dapat dijembatani melalui metode pelatihan yang aplikatif. Ketika 

pegawai mampu mengoperasikan sistem secara mandiri, SIMBAJA tidak lagi berfungsi sebagai alat 

administratif semata, tetapi menjadi instrumen kerja operasional yang mendukung akurasi data dan 

efisiensi proses. Dengan demikian, peningkatan kompetensi teknis ASN berkontribusi langs ung pada 

perbaikan kualitas data kondisi jalan yang menjadi dasar perencanaan pemeliharaan. 

Peningkatan pemahaman peserta terhadap alur kerja Siap Mantap menunjukkan bahwa 

digitalisasi berperan penting dalam mempercepat respons layanan publik. Pemanfaatan koordinat 

geografis dalam aduan masyarakat memungkinkan Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan verifikasi 

lokasi secara lebih cepat dan akurat dibandingkan metode manual. Temuan ini menunjukkan bahwa 

integrasi sistem aduan dengan data spasial tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga 

memperkuat prinsip responsivitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Ketika alur kerja dipahami 

secara menyeluruh oleh pegawai, potensi miskomunikasi dan keterlambatan penanganan dapat 

diminimalkan. Hal ini menjadi bukti bahwa pelatihan yang tepat dapat meningkatkan kualitas 

layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. 

Secara organisasi, hasil pelatihan menunjukkan adanya pergeseran awal menuju tata kelola 

pemeliharaan jalan yang lebih berbasis data. Kemampuan peserta dalam membaca dan 

menginterpretasikan statistik kondisi jalan menandakan bahwa data digital mulai dimanfaatkan 

sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan sekadar pelaporan formal. Meskipun dampak jangka 

panjang terhadap kinerja organisasi memerlukan pemantauan lebih lanjut, temuan awal ini 

menunjukkan bahwa pemberdayaan ASN melalui pelatihan manajemen perubahan digital dapat 

menjadi katalis dalam reformasi birokrasi di tingkat unit pelaksana teknis. Dengan meningkatnya 

kualitas data dan kesiapan SDM, perencanaan pemeliharaan jalan berpotensi menjadi lebih tepat 

sasaran dan berkelanjutan. 

4. Kesimpulan 

Pelatihan manajemen perubahan digital merupakan instrumen krusial dalam menjembata ni 

kesenjangan antara ketersediaan teknologi informasi dengan kapasitas sumber daya manusia di 

sektor publik. Di UPTD Pemeliharaan Jalan Kroya, intervensi melalui pendekatan training-based 
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change telah berhasil meruntuhkan resistensi psikologis pegawai dan meningkatkan kemahiran teknis 

dalam mengoperasikan sistem SIMBAJA serta kanal Siap Mantap. Peserta kini tidak hanya mampu 

menggunakan fitur-fitur canggih seperti peta interaktif dan dokumentasi berbasis geotagging, tetapi 

juga memahami pentingnya akurasi data dalam mendukung perencanaan anggaran yang lebih akurat 

dan transparan. 

Dampak jangka pendek dari kegiatan ini adalah meningkatnya validitas data kondisi jalan di 

enam kecamatan wilayah kerja Kroya, yang sangat membantu dalam penyusunan prioritas perba ikan 

jalan tahun anggaran 2026. Secara organisasi, pelatihan ini telah memicu tumbuhnya budaya kerja 

berbasis data dan memperkuat responsivitas Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam menangani keluhan 

masyarakat. Implikasi yang lebih luas adalah terwujudnya tata kelola infrastruktur jalan yang lebih 

modern, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan publik dan kemantapan jalan di 

seluruh Kabupaten Cilacap. 

Sebagai rekomendasi untuk pengabdian selanjutnya, perlu dilakukan monitoring berkelanjutan 

untuk memastikan tingkat adopsi digital tidak menurun seiring waktu. Program pendampingan 

teknis di lapangan secara one-on-one bagi pegawai senior sangat disarankan untuk memberikan 

kepercayaan diri tambahan. Selain itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pembaruan 

infrastruktur perangkat keras dan penguatan jaringan internet di titik-titik buta (blank spot) agar 

pengumpulan data lapangan dapat dilakukan secara real-time tanpa kendala teknis. Integrasi sistem 

manajemen jalan dengan analisis risiko bencana juga menjadi peluang inovasi masa depan untuk 

menciptakan infrastruktur yang lebih tangguh di Kabupaten Cilacap. 
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